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BUPATIKETAPANG 

PERATURANBUPATIKETAPANG 
NOMOR 33 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERA'fURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 
TENTANG PAJAIL PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

' I 

Meniratang 

Mengin;at 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) , Pasal 11 
ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 
25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3), 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. 

:1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat No:nor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Noor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 



• 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R~publik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3258) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 58 
Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 247, 
Tambahan Lembaran Negara·Republik Indonesia Nornor 4049); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Menlercri Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 
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18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84); 

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintohan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2008 Nomor 11); 

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2009 Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan 
Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 
Nomor 4). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK 
PENERANGAN JALAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Ketapang. 
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. 

5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Ketapang. 

6. Pajak< Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
Dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara !angsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Baden adalah. sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melalrukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firm, , kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
mast., organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

9. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
menggunakan tenaga listrik. 



10.Objel Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 
sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

11.Wajl Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
tenaga listrik. 

12.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar 
bagi Wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

13.Tahu: Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila 
Wajil:; Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

14.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 
Pajnk, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
sub;ek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 
sen:pai dengan kegiatan penagihan pajak atau retibusi kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

16.Nomr Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor 
Poke'< yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak. 

I 
17.For:aulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat FPWPD, adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan melaporkan data objek 
pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas kepemilikan dan pengelolaan bidang 
usrha yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daera.h. 

18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
peabayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

19.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilalrukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakkan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk 
ole' 3upati. 

20.Surat Ktetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

21.Surat' Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 
dan iumlah yang masih harus dibayar. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang. telah ditetapkan. 

23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

24.Su:at Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit' pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

25.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melalrukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

26.Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
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Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

27.Sarana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk melakukan 
pemung tan berupa Kartu NPWPD, SPTPD , SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB, STPD dan dokumen lain yang dipersamakan. 

28.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

29.Pembukan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengunpulkan data dan informasi keuangnan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

30.Omzet adalah jumlah uang hasil penggunaan tenaga listrik selama suatu masajual. 
31.Pen.eriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
pereturan perundang-undangan perpajakan daerah. f 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak Penerangan Jalan yang 
meliputi: 
a. jangka waktu dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak; 
b. tata cara pengisian SPTPD; 
c. tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; 
d. tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak; 
e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; 
f. tata. cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 
g. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa; 
h. kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet, serta tata cara pembukuan atau 

pence.tatan; dan 
i. tata cara pemeriksaan objek pajak. 

BAB Ill 
JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

Pasal 3 
(I) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan mengunakan FPWPD kepada 

Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 30 
(tiga :mluh) hari kalender sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain. 

(2) FPWFD sebagaimana dimaksud pada ayat (l),diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan. 

(3) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar,jelas, lengkap dan 
ditanlatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan : 
a. lotokopi indentitas diri/penanggungjawab/ penerima kuasa/ ( KTP/ SIM/ Paspor); 
b. fo1okopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha; 
c. urat keterangan domisili badan usaha dari instansi yang berwenang; 
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d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan 

e. :mrat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan 
dcngan disertai fotokopi KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa. 

(4) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran 
dan-Pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima. 

(5) Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian FPWPD dan kartu NPWPD sebagaimana 
tercant.m dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan. Bupati ini. 

BAB IV 

TATA CARA PENGISIAN SPTPD 

Pasal 4 
(1) Pajak Penerangan Jalan dipungut dengan Self Assessment Syistem yang memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak terhutang kepada Dinas Pendapatan Daerah. , 

(2) WE jib Pajak dalam menghitung /memperhitungkan, melaporkan sendiri pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD. 

Pasal 5 

(1) Setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditandatangani Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pendaftaran dan 
Pendataan. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan. 

(3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 
(lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak. 

Pasal 6 
(1) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu 

penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya. 
(2) SPTD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani Wajib Pajak sebagai 

mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau 
dckumen. 

Pasal 7 
(1) Kepela Dinas.Pendapatan atas nama Bupati terhadap permohonan Wajib Pajak dapat 

memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari 
keria. 

(2) Permohonan perpanjangan penyampuian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimzksud pada ayat (l) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum batas 
waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). 

Pasal 8 
(1) Wajib Pajak dengan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan surat pemnyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan atas nama 
Bupati, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak atau 
tahun pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(2) Dalam ha! Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
yar,g mcngakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi 
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administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang. 
kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai dengan tanggal 
pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD. 

Pasal 9 
Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 
II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 

TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT 

Pasal 10 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 

Pendapatan atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data objek 
pajak yang tertuang dalam SPTPD. 

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atas 
nam» Bupati dapat menerbitkan SKPDKB. ' 

(3) SKPKB diterbitkan dalam hal : 
a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 

atau kurang bayar; 
b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu masa pajak dan 

setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
<litentukan dalam surat teguran; atau 

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang clihitung secara 
jabatan. 

(4) Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 
tercntum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Pere uran Bupati ini. 

Pasal 11 
(1) Dedh jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 

Pendapatan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data 
baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang. 

(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum 
didahului dengan penerbitan SKPDKB. 

(3) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali 
unuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang 
belm terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang. 

BAB VI 
TATA CARA· PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 12 
(1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dapat memberikan persetujuan kepada 

Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dalam hal atau 
kruena diterbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak 
yang harus dibayar bertambah. 

(2) Waib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui 
Kepala Dinas Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang 
masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut 
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utang pajak, dalam hal ini Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami 
keadan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 
pajax pada waktunya. 

(3) Permchonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara 
tertvlis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai 
dengan alasan dan bukti yang mendukung, serta : 
a. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya; 
b. junlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan 

bes arnya angsuran; atau 
c. jurr lah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu 

per undaan. 
Pasal 13 

# 
I 

(2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat 
diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang 
pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (. 

(1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat 
diberikcan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Perseujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) 
bulan. untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa Pajak yang masih harus 
dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 

Pasal 14 

(1) Besaraya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap 
angsurannya. 

(2) Besarnya pelunasan atau penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya. 

Pasal 15 

(1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, Kepala Dinas 
Pendapatan atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya 

enundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. menyctujui jumlah angsuran pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya 

penundaan sesuai pertimbangan pejabat yang ditunjuk; 
c. menolak permohonan angsuran / penundaan Wajib Pajak; atau 
d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana pada ayat (1) telah 

terlampaui dan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati tidak menerbitan suatu 
keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat 
Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 
5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir. 



BAB VII 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 16 

(1) Wajib Pajak mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada 
Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dengan alasan-alasan yang jelas. 

(2) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat disampaikan 
2 (dua} hari kerja setelah diterimanya STPD dengan melampirkan antara lain: 
a. narna/ alamat; 
b. nonor NPWP; 
c. jenis usaha; dan 
d. mel umpirkan SPTPD, SKPDKB, dan STPD; 

(3) Kepale. Dinas 'Pendapatan atas nama Bupati melakukan penelitian kelengkapan 
permoaonan pengajuan pengurangan, keringanan pembcbasan pajak. 

(4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan, Kepala 
Dinas Pendapatan atas nama Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib 
Pajak. 

(5) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati memberikan persetujuan atau menolak 
atas pengajuan tersebut. 

BABVlII 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 17 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan. 
(2) Kepda Dinas Pendapatan atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilampaui, Kepala 
Dinas Pendapatan atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan 
koputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabvlkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama l (satu) bulan 
kalender; 

(4) Apabi!a Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahul utang pajak dimaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan 
kalender sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP). . 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pajak. 

Pasal 18 
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 



BAB IX 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA 

Pasal 19 

(1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan Inventarisasi terhadap Piutang - Piutang Pajak 
yan;; tel ah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan 
dipc:kirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam : 
a. SK.PDKB; 
b. SKPDBT; 
c. STPD; 
d. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan; dan 
e. putusan banding. 

(3) Inventarisasi Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih 
lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan terhadap Piutang Pajak dari: 
a. wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan 

tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan 
dongan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa 
Vajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan 
tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang; 

b. wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak 
memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. wajib pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; atau 
d. wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak 

tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi 
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, 
rusak diakibatkan cuaca dan sebab lain sebagainya. 

(4) Untuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian 
setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat. 

Pasal 20 
(1) Berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pejabat 

yang ditunjuk menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak 
munggkin ditagih lagi untuk melaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian 
adninistrasi guna memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (4) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi. 

(2) Penelitian setempat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap Piutang Pajak 
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 aat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. 

(3) Pene·itian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi 
sebaraimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c; 

(4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang 
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d, dan 
urtuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah Penelitian Setempat 
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. 

Pasa1 21 
(1) Penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (1) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak, dan setiap jenis 
ketetapan. 



(2) Penelitian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak yang 
benan-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan huruf d. 

Pasal 22 

Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus menggambarkan keadaan 
Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan 
besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan disampaikan sebagai bahan 
usulan kepada Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati untuk dihapus. 

BAB X 

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA 
PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN 

Pasal 23 

Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan 
Rp 300.000.000,00 (tga ratus juta rupiah) per tahun. 

besaran omzet paling sedikit 

' I 

Pasal 25 
Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, adalah sebagai berikut : 
a. wajil pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara 

lengkap dan benar; 
b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; 
c. apnbila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan 

secara terpisah; dan 
d. percatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa 

ban penjualan atau dokumen lainnya. 

Pasal 24 
Tata cara pembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut : 
a. wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku 
secara umum; 

b. wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, 
dengan persyaratan tetap diwajibkan dilakukan pencatatan nilai peredaran usaha 
berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan 
pajak; 

c. pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diselenggarakan dengan sebaik- 
baikya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya; dan 

d. pembkuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun. 



BAB:Xi 

TATA CARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK 

Pasal 26 
(1) B~pati atau Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakar daerah 
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen young menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang; 
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu 

dan memberi.bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan 
c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan upati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 7 Nopember 2012 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

HENRIK.US 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 7 Nopember 2012 

t 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

ttd 

ANDI DJAMIRUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 111 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagi Hukum Setda 

Kabupate Ketapang 

DEI « SH 
NIP. 19650815 199903 1 003 



lAMPIRAN I 
PERATURAN UPATI KETAPANG 
NOMOR 33 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
DI AS PENDAPATAN DAERAH 

J1. Urlp S 1moharjo No, 06 Telp. (0543)-32155 
KE'. APANG - KALIMANTAN BARAT 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK DAERAH 

Nomor Formulir 

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ketapang 
di- 

Ketapang 
PERHATIAN : 
1. iaap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 
2. Beritanda ' pada kotak [_) yang tersedia untuk jawaban yang tersedia 
3. stelah Formalir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada 

T·inas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. 

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH 

1. inma Badan/Merek Usaha 
2. Amat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) 

' I 

e. Jalan 
b. T/RW 
c: '(elurahan 
d. Kecamatan 
e. Kabupaten / Kota 
f. Provinsi 
• Nomor Telepon / HP 

Kode Pos 

........................................................................................ 

......... , , , ,, . 

........................................................................................ 
................................................................................. ,, ..... 
........................... ''' , . 
...................................... , . 
··· ·i···· r- ··r · ··· ··· ··· ··· ··· ········· ···· 

b. Surat lzin ..888888086.0+.88·, 

c. Su rat Izin .. 
No . 
No .. 

Tgl. 
Tgl. 
Tgl. 

3. Surat lzin yang dimiliki (photo copy Surat lzin harap dilampirkan ) 
a Surat lzin Tempat Usaha: No. ....».8.8..sos.· 

4. idaug Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) 

Hotel 
Restoran 
Hiburan 
Penyelenggaraan Reklame 
Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet 
Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah 
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
Penggunaan Tenaga Listrik 
Penyelenggaraan Parkir 

dilanjutkan pada halaman 2 



KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA 

5 • ma Pemilik/Pengelola 
6. abatan 
7. A1mat tempat tinggal 

a Jalan 
b. RT/RW 
c. ilelurahan 
!. Kecamatan 

e. abupaten / Kota 
£, Provinsi 
• Nomor Telepon / HP 
1. ode Pos 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

......................................... 
...%.4................................... 

........................................................................................ 

....................................................................................... 
....................................................................................... 
........................................................................................ 

............................................. 

8. � K•·;vajiban Pajak 
; Pajak Hotel 

Restoran 

-i Pajak Hiburan 
Pajak Reklame 

- Sarang Bu rung Walet 
Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Mineral Bukan logam dan batuan 
Pajak Air Tanah 
Pajak Parkir 

' I 

Ketapang1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NamaJelas 
Tanda tangan 

_________________________________________ _j 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA 

Diterin,a Tanggal 
Nan Petugas 
NIP 
Tanda tangan 

N PWPD yang diberikan : 

I I I I I I I I 

------------------------------------------- 
- - - ----- - -- -- - - - - - - - - -- -- - -- - - - - --- -- - - - . -· - - - - - Po tong disini - -- - --- ----------------------------------------- 

Nomor Formulir : 

TAN DA TERIMA 

Nama 
Alamat 

I(etapang, . 
Yang Menerima 

r I 



B. BENT'UK KAR'TU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 

' 
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 

DINAS PENDAPATAN DAERAH 
. J1. Urtp sumohar]o No. 06 Telp. (05341-32155 Kode Pos 78811 

KETAPANG 
KALIMANTAN BARAT 

KARTUNPWPD 
NOMOR: ....... /DPD/ ...... 

NPWPD 

Nama 
Alamat 

4 

·' . 

□□ 
...................................... , . 

I 

Tgl, Terdaftar:......ssssssssss..sss... 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAER!I 
KABUPATEN KETAPANG 

(Nama, NIP, ttd_dan cap ) 

PERHATIAH 

4 

Kartu inf harap dlsimpan balk-balk dan apablla hllang agar segera melapor pada 

Dlnas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 

Kartu int hendeknya dlbawa apablla Saudara akan hendak melakukan 
transaksi perpajakan daerah, 

Dalar hal wafib pafak pindah domislll, supaya melaporkan diri pada 
Dlnas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. 

Salinanu Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Baglan Hukcum Setda 

=Kabupat�ang 

DERSI, SH 
NIP. 19650815 199903 1 003 

BUPATI KETAPANG 

ttd 

HEN RIKUS 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 33 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNIUK PEUAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JAUAN 

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (PTPD) 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
(SPTPD) 

PAJAKPENERANGANJALAN 

@ PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534) 32155 
KETAPANG 

No. SPTPD 

Masa Pajak 
Tahun Pajak 

Kepada Yth, 
Kepala DInas Pondapatan Daorah 
Kabupaten Ketapang 
dl- 

etapang ' I 

�--·--------------------------------------------1 PERHAIAN : 
1. Hasp disi dalam rangkap s (enam) ditulis dengan huruf CETAK 
2. Ben tanda v pada L]yang tersedia untuk Jawaban yang tersedia 
3. Setelah diisi dan ditanda tanganl, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabup+ten Ketapang paling lama pada tenggal 15 bulan berikutnya (Self Assesment) 
4. Kcterle nbatan penyershan dari tanggal tersebut diatas sksn dikenakan sanksi administrasl 

borups bunga sebesar 2 % (dua persen) 
5. Pombe zaran Pajak dilakukan pada Kas Umum Daerah Melslui Bendahara Penerima Dispenda Kab. Ketapang 

A, DIISt OLEH WAJIB PAJAK 
I. IDErlT: TA SUBJEK PAJAK 

a. Nma Wajb Pajak 

b. Aamat 

c. Csa/ Kelurahan 

d. Ku.camatan 

II. IDENTITAS OBJEK PAJAK 

a. Nuha Badan Usaha : 

b. Alma! : 
c. Dosal Kelurahan 

d. Ku.amatan 
e. NWPp 

II. DATA OBJEK PENERANGAN JALAN 
1. A+al Teno Lstak [leuw 

Ehwu 

RU/Rw 

Kabupaten 

R/Rw 

2. Golongan Tarif 

3. Voltase 

4. Daya Llstrik 

5 T3riflistrik Per KWH 

Industri/ Bisnis 
Rumah Tangga 
Sosial 

Lainnya 

§
110Volt 

220 Volt 
Lainnya 

450 Watt 
900 Watt 7... 

Rp . 

6. Pengguraun Listrik 1. Bulan : , , .. 
2. Jumnlah KWH terpakai ; .....+.8++800+88088..+., 



. 

III. DASAR PENETAPAN PAJAK «LAmplran Fotokopl Dokumen) ·- 
a. IMasa Pelak , tgl.............. s/dtgl.....us: 

1b. Daaar Penganaan alak Ro. ·- 
c. 'Tartt Pelak (8esual Perda) % ·- 
d. /Pajak terutang (bxc) RD. ·- 

Jumlah oalak yang dlbayar RD, -- 
B. P~RNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya aksn eegala aibat termasuk sanksl-sanksi sesval etentuan perundang-undangan yang berdaku, 
saja atau yang 'saya b~rd ~asa mryatakan 'spa 'yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lamplrannya benar, 
lengkap don jeles. 

,. .. .................................... ,Tahun .......... 
Wa]lb Pajak / Kuasa Wajlb Pajak 

( ····································································> 
Nama Lengksp dan Tande Tengan 

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA 

Catntan Potugas : 

I I I I I ' Nomor Register 

Tata Cara Perhitungan Yang dikehondaki 
[_. omco Assessment (hitung dan ditetepkan oleh Pejabat Dispenda) 

{_lz. set Assessment (menghitung an menetapkan sen) 

Dilterdma Tangga! : .................................................... ...... ... ...... 
Nama Petugas : .................................................... ( ............ ················································"······> 
NIP : .................................................... 

ft(ft£Sf 

TANDA TERIMA SPTPD. 
! 

I I I I l 
I 

Ditedma ...es....tgl....sos+»sos»+ss»»s»»++ 

egistor. Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak 

Nama Wajjlb Pajak 

Alamat 
( ···························································· ) 

Nama Langkep dan Tande Tangan 

8alinnn &esuai Dengan Allnya 
Kepala BA; .Hkur Setda 

Kabupai Ketapang 

DE:.-».JH, 
NIP. 19650818 199903 1 003 

BUPATI KETAPANG 

ttd 

HENRIKUS 



• 
l Lampiran III 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 33 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUN'UK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NDMDR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) 

PEMERIN'·-�H. . TEN KETAPANG 
DINA3P DAERAH 

JI. Urip Surchar felp. (0534)-- 32155 
KETAANG1nus, NTAN BARAT 

SKPDKB 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) 

Masa Pajak : . 
Tahun Pajak; ors»sos+sos·sos·»»+so»sow+ 

Nomor Urut 

Nama 
Alamat 
Kelurahan/De:a RT/RW 

--------------·""7.".,-----,------------------ Kecamatan Kabupaten - 
NPWPD 
Tanggal Jatuh Tempo 
Jenis Reklme 

......... , . 
................................................................................................ 

KEPALA DINAS, 

(Namo, NIP, Panakat, cap dan ttd 

Las.us: s...l 
Nama Lent ton 

Dlterlma, tgl .. 
Oloh : 

' . 
' , .. , 
' . 
.......................................... , .. , .... 
. ·········· , .. , . 

TANDA TERIMA SKPDKB 

Harap pembayaran dllakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalul Bendahara Penerima Dinas, sesuai dengan waktu 
dan terat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), 
Apablla SKPDKB Ini tldak atau kurang dlbayvar setelah lewat waktu palling lama 30 (tlga puluh) harl selak SKPDKB In] diterima dikenakan 
sanksl banga sebesar 2% (dua persen) setlap bulan. 

Ketapang, Tahun .. 

1. Dasar Pengenaan Rp .............................. � 
2. Pe;zk varg Terhutang Rp .............................. 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensasi keleblhan dari tahun sebelumnya Rp .............................. >--· 
b. Setor3n yang dilakukan Rp .............................. 
c, lain· Lain Rp .............................. 
d. Jumlah yang dapat dlkreditkan (3a+3b+3c¢) Rp, ............................. I--- 

4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp .............................. 
s. Sanl:sl Admlnlstrasl : �-- 

a. Bunga 2% (dua persen) Rp .............................. 
b. Kenaikan •••.. % dari Pokok Pajak Rp .............................. 
c. Jumlah Sanks! Administrasl (5a+5b) Rp .............................. 

6. Jmlah yang maslh harus dlbayar (4+5c) Rp .............................. 
Dengan Huruf : , ............................. , ........... , ...... ,.,, .. , .... , ... ,,,,,,,, ............................................................ ,, ............................................... 

omor SKPDKE 
anggal Penerbitan 

NPWPD 
Nama Wajlb Pa,ak 

lamat 

Pot ng Disinl ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Berdasor'an Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan telal dilakukan 
pemcriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajlban Wajlb Pajak: 

logo Rzkening Pajak 
Narr.a Pajak 

----- --'---------------------------------------- 
I. Dar pemeiksaan atau keterangan lain tersebut dlatas, penghitungan Jumlah Pajak yang masih harus dlbayar adalah sebagal berikut: 



• 
B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)_ 

PEMER'NTAH .Ill KETAPANG SKPDKBT Nomor Urut 
DIMAS PE DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN] 

JI. Urip Sumonarjk Ip, (0534) -32155 Masa Pajak ; ..................................... , ........ I I I I I I 
KETAPANG-1 'TAN BARAT Tahun Pajak: ......... 4.. 

Nama : 
Alamat : 
Kelurahsnj0.sa : RT/RW : 

Kecamatan : Kabupaten : 

NPWPD : I I I I I I I I I I I I I I [J 
Tanggal Jatuh Tempo : ............................. , .................................................................. 

- 
I. Berdasrl.an Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, telah dilakukan 

pemerlksnan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajlban Wajib Pajak: 
Kole Rekening Pajak : 
Nam Pajak : .- 

I. Darl pearlksaan atau keterangan lain tersebut dlatas, penghitungan jumlah Pajak yang maslh harus dlbayar adalah sebagal berikut : 

1. Dsr Pengenaan Rp ................................ 
2. Pajak yang Terhutang I I Rp ................................ -- 3. Krec'~ Pajak: 

a. Kompensasi keleblhan dari tahun sebelumnya Rp, ............................... 
b. :etoran yang dllakukan Rp ................................ 

1-- 
c. I ain - Laln Rp ................................ 
d mlh yang dapat dikreditkan (3a+3b+3c) Rp ................................ 

4. ium'ah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp, ............................... - 5. Snksl Administrasl berupa : - a. isunga 2% (dua persen) lp, +»0»+» 

b. enalkan ...•• % darl Pokok Pa]ak Rp ................................ 
1--·-·· 

c. Jumlah Sanksl Administrasl (5a+5b) Rp ................................ ...• 
6. amlah yang masih harus dibayar (4+5c) p, ow»woo»ooo»+o0++ -.. 
Denr,,111 Huru/: .......................................................................... , ............................................... , ......................................... , .................. 

.. 

PERHATTAN ; 
1. Harap pembayaran dilakukan sekallgus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalul Bendahara Penerima Dinas, sesual dengan waktu 

dan t n;at yang dltentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (55PD). 
2. Apablla SKPEY3T In! tldak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tlga puluh) harl selak SKPDKBT Inl diterlma 

dlkenakar. sa ksl bunga sebesar 2% (dua persen) setlap bulan. 

Ketapang, «cosmos...... Tahun .......sis 

KEPAUA DINAS, 

(N@ma, NIP, Pan@kgt, cap dan tt 

Potong Dlsinl .................................................................. 
TANDA TERIMA SKPDKBT Dlterima, »so»woos+»rs.tgl..sos+sow»» 

Nomor SKP DKBT : Oleh : 
Tanggal Ponerbltan : 
NPWPD : 
Nama Wajlb Pajak : 

( 00••111•100••1•••rn•1•••n••rn•00••"•"••00rnr•n l Alamat : Nama Lengkap & Tanda Tangar 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda 

Kabupat Ketapang 

DEI «, SH 
NIP. 19650815 199903 1 003 

BUPATI KETAPANG 

ttd 

HENRIK US 


